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ABSTRAK 

HARLINA MUNIR. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pada Badan Pendapatan 
Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangkep (dibimbing oleh Nurlaela dan 
Narto Irawan Otoluwa). 
 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh  pendapatan asli daerah (PAD) terhadap tingkat pertumbuhan 
ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
berupa data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten 
Pangkep dan data jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten 
Pangkep. Sampel yang digunakan berupa data realisasi pendapatan asli 
daerah dan data jumlah dan persentase penduduk miskin selama 5 tahun 
mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. 

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linear sederhana, koefisen korelasi, dan koefisien determinasi. Hasil dari 
penelitian ini menemukan bahwa pendaptan asli daerah (PAD) 
mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan 
besarnya pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 28,8%. 

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

 

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan suatu 

negara dalam membangun negaranya. Semua negara di dunia selalu 

berusaha maksimal agar pertumbuhan ekonominya meningkat dengan 

harapan kesejahteraan penduduknya  juga meningkat. Pertumbuhan 

ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu 

wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output 

wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. 

Pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses 

penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka 

proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa 

terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat.pertumbuhan 

ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan 

menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode 

tertentu. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dari ketiga komponen tersebut, 
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pendapatan merupakan indikator yang sangat penting dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan Ekonomi di tingkat Nasional diukur dengan 

menggunkan Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencerminkan jumlah 

nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam 

perekonomian, kemudian di tingkat daerah diukur dengan menggunakan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan tingkat 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan PDRB atas dasar 

harga konstan. 

Kabupaten Pangkep adalah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan 

dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah di antaranya sektor 

kelautan , Pertambangan, dan Kehutanan. Sektor-sektor tersebut 

merupakan modal yang besar untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan 

ekonomi di daerah Pangkep. 

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah, maka 

pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal ini merupakan prinsip dari 

otonomi daerah. Sebagaimana telah diatur dalam UU No.9 Tahun 2015 

tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk 
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menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam 

menetapkan prioritas pembangunan melalui otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal. Adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi 

fiskal diharapkan mampu mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal 

antar daerah dan dapat memeratakan pembangunan sesuai dengan 

keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi 

daerahnya masing-masing. 

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi 

fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan 

yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah.  

Tabel 1. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten Pangkep tahun 2014-2018 

 

Sumber : Data setelah diolah, 2020 

No Tahun Pendapatan Asli Daerah (Rp) % 

1. 2014 73.566.873.652 - 

2. 2015 74.558.076.756 1,35% 

3. 2016 77.113.924.710 3,43% 

4. 2017 74.222.750.176 (3,75%) 

5. 2018 76.199.168.158 2,66% 
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Dari tabel di atas terlihat bahwa pendapatan asli daerah (PAD) 

Kabupaten Pangkep dari tahun 2014 sampai 2016 mengalami 

peningkatan dan melebihi target. Dimana pada tahun 2014 PAD 

Kabupaten Pangkep sebesar Rp 73.566.873.652,-. Kemudian pada tahun 

2015 PAD Kabupaten Pangkep kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 

74.558.076.756,-. Dan ditahun 2016 PAD Kabupaten Pangkep naik lagi 

menjadi 77.113.924.710,-. Kemudian pada tahun 2017 PAD Kabupaten 

Pangkep turun sebesar 74.222.750.176,-. Dan di tahun 2018 PAD 

Kabupaten pangkep kembali mengalami kenaikan sebesar 

76.199.168.158,-. 

Dari uraian di atas , maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan 

asli daerah (PAD) Kabupaten Pangkep dari tahun 2014 sampai tahun 

2016 terus mengalami peningkatan dan melebihi target yang ingin dicapai. 

Dari peningkatan PAD tersebut, peneliti ingin melihat apakah PAD 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangkep. Dari 

fenomena tersebut , maka peneliti tertarik meneliti dengan judul 

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Tingkat 

Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Pangkep”. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi” ? 

C. Tujuan 

 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat teoritis 

 Untuk digunakan sebagai literatur dalam penelitian selanjutnya dengan 

lebih luas dan mendalam. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan 

tentang pertumbuhan ekonomi dan meninkatkan kemampuan dalam 

menganalisis suatu masalah. 

b. Bagi Universitas 

Sebagai bahan bahan pertimbangan dalam menyusun tugas akhir 

mahasiswa. 
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c. Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini diharapkan diharapkan dapat memberi kontribusi 

masukan kepada pemerintah daerah untuk penyusunan kebijakan yang 

berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi tentang 

pendapatan asli daerah. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101), “Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber 

ekonomi asli daerah”. Kemudian menurut Djaenuri (2012:88), 

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-

sumber  dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” 

Menurut Purnomo (2009:34), “Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, 

hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan 

untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk 

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah 

sebagai perwujudan Desentralisasi”. 

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan pasal 6 UU No.33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 

menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari: 
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a. Pajak Daerah 

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 pajak daerah didefinisikan 

sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Jenis-

jenis pajak daerah untuk Kabupaten/Kota menurut Kadjatmiko (2002:77) 

antara lain : pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

penerangan jalan, pajak pengembalian bahan galian golongan C, dan 

pajak parkir. 

b. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang 

atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi Pemerintah 

Daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung 

dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Menurut UU No.28 Tahun 2009 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi 

daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentun yang khusus 

disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi 

atau golongan. 
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Jenis pendapatan retribusi kabupaten/kota meliputi objek 

pendapatan adalah : retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, 

retribusi pelayanan pasar, retribusi jasa usaha pasar grosir atau 

pertokoan, retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha 

tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi jasa usaha tempat 

rekreasi dan olah raga, dan lain-lain. 

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik 

daerah yang dipisahakan. 

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah 

dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan 

daerah adakah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah 

baik seluruhnya ataupun sebagian. Dengan tujuan dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan atau mendorongperekonomian daerah dan 

merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk 

menghasilkan penerimaan daerah. Dalam UU N0.33 Tahun 2004 jenis 

pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup : 

1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah/BUMD. 

2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

negara/BUMN. 

3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan mlik 

swasta atau kelompok usaha masyarakat. 
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d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Jenis pendapatan ini meliputi : 

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

2) Jasa giro. 

3) Pendapatan bunga. 

4) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing. 

5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 

pemerintah (pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004). 

3. Fungsi Pendapatan Asli Daerah 

Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) 

tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan 

kewajiban daerah untuk membiayai pembangunan daerah. PAD 

merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas 

daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk 

mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakaian jasa 

tersebut. 

B. Manajemen Keuangan 

 

Manajemen keuangan menurut Irham Fahmi (2013), menyatakan 

bahwa “manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan 
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seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana 

seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber 

daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana dan membagi 

dana dengan tujuan memberikan profit atau kemakmuran bagi para 

pemegang saham dan suistainability (keberlanjutan) usaha bagi 

perusahaan”. 

Manurut Sartono (2011:50), menyatakan bahwa “Manajemen 

keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan 

dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara 

efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi 

atau pembelanjaan secara efisien. 

Kemudian menurut Musthafa (2017:3), menyatakan bahwa 

“Manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang 

harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau 

keputusan pemenuhan kebutuhan dana dan keputusan kebijakan dividen. 

1. Tujuan manajemen keuangan 

Menurut Suad Husnan (2012:3) Pertimbangan sosial terhadap 

tanggung jawab yang dapat dilihat dari empat segi, yaitu : 

a. Secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk 

memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan 
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harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan 

tersebut dijual. Bagi perusahaan yang menerbitkan saham di pasar 

modal, harga saham yang diperjualbelikan di bursa merupakan 

indikator nilai perusahaan. 

b. Memaksimumkan nilai perusahaan (atau harga saham) tidak identik 

dengan memaksimimkan laba per lembar (Earning Per Share). Hal ini 

disebabkan karena memaksimumkian EPS mengabaikan nilai waktu 

uang, dan tidak memperhatikan faktor risiko. 

c. Dengan demikian memaksimumkan nilai perusahaan juga tidak identik 

dengan memaksimumkan laba, apabila laba diartikan sebagai laba 

akuntansi. Sebaliknya memaksimumkan nilai perusahaan akan identik 

dengan memaksimumkan laba dalam pengertian ekonomi (economic 

profit). 

d. Dengan demikian tujuan pengelolaan keuangan tersebut sebenarnya 

bisa berlaku untuk siapa saja, bukan terbatas pada perusahaan. 

hanya saja untuk level perusahaan di beberapa kekhususan.  

2. Fungsi manajemen keuangan 

Menurut Suad Husnan (2012:3), fungsi utama manajemen 

keuangan ada 4, yaitu : 

a. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan 

pengendalian kegiatan keuangan. Dengan demikian, dalam 

perusahaan , kegiatan tersebut tidak terbatas pada “Bagian Keuangan”. 
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b. Manajemen keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan 

atau financial market. Dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan 

pada berbagai aktivitas perusahaan, untuk mendanai kegiatan 

perusahaan. kalau kegiatan memperoleh dana berarti peruysahaan 

menerbitkan aktuva finansial, maka kegiatan menanamkan dana 

membuat perusahaan memiliki aktiva riil. 

c. Dari kegiatan menanamkan dana (disebut investasi), peruysahaan 

mengharapkan untuk memperoleh hasil yang lebih besar dari 

pengorbanannya. 

d. Dengan demikian manajer keuangan perlu mengambil keputusan 

tentang penggunaan dana (disebut sebagai keputusan investasi), 

memperoleh dana (disebut sebagai keputusan pendanaan), 

pembagian laba (disebut sebagai kebijakan dividen). 

C. Pertumbuhan Ekonomi 

 

1. Pengertian pertumbuhan ekonomi 

Menurut Putro (2010:24), “Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan 

sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan 

bartambahnya produksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat 

meningkat”. Kemudian menurut Sadono Sukirno (2011) menyatakan 

bahwa “Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan 
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kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksikan dalam masyarakat bertambah”. 

Menurut Boediono (2010:28) “Pertumbuhan ekonomi yang berarti 

perluasan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan 

penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. 

2. Indikator pertumbuhan ekonomi 

Indikator pertumbuhan ekonomi menurut Imamul dan Gina 

(2009:11) adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemudian 

cara mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan membandingkan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun yang sedang berjalan 

dengan tahun sebelumnya. 

Indikator yang digunakan selain PDRB untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi, dapat juga dilihat dari pendapatan riil perkapita, 

kesejahteraan penduduk, dan tingkat penyerpan tenaga kerja dan 

pengangguran. 

3. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi 

a. Sumber daya manusia (SDM) 

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan 

ekonomi juga di dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM). SDM 

meruoakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat 

lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber 

daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang 
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memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun 

infrastruktur di daerah-daerah. 

b. Sumber daya alam (SDA) 

Sebagian besar negara berkembang bertumou kepada sumber 

daya alam (SDA) dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, 

sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses 

pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber 

daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. 

Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, 

kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut. 

c. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang 

semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, 

pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia 

digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada efisiensi, 

kualitas dan kuantitas serangkaian aktifitas pembangunan ekonomi yang 

dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan 

perekonomian. 

d. Budaya 

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap 

pembanguna ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai 

pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga 
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menjadi penghambta pembangunan. Budaya yang dapat mendorong 

pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur ulet 

dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat meghambat proses 

pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, 

KKN(Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme) dan sebagainya. 

e. Sumber daya modal 

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA 

dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-

barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran 

pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat 

meningkatkan produktivitas. 

4. Teori pertumbuhan ekonomi 

a. Teori klasik 

1) Teori Adam Smith 

Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi 

sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. 

Dengan adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat 

pertambahan output atau hasil. 

2. Teori David Ricardo 

Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk 

yang semakin besar  sampai menjadi dua kali lipat pada suatu 

saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. 
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Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi 

turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai 

taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami 

kemangan. 

b. Teori neoklasik 

1) Teori Robert Solow 

Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi 

merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, 

akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau 

output. Adapun pertambuhan penduduk dapat berdampak 

positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya 

pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber 

daya yang positif. 

2) Teori Harrord Domar 

Harrord Domar beranggapan bahwa modal harus dipakai 

secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat 

dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. 
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D. Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2. Penelitian terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Metode Anlisis Hasil Penelitian 

1. Ulfi Maryati 

dan 

Endrawati 

ISSN1858-

3687 Vol.5 

No.2 (2010) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan 

Dana Alokasi 

Khusus (DAK) 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi. 

Analisis regresi 

berganda, Uji 

simultan (f), 

Koefisien 

determinasi 

(R
2
), dan Uji t. 

PAD berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, 

DAU berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

dan DAK tidak 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Prakarsa, 

dkk  (2014) 

Analisis 

Pendapatan Asli 

Daerah dan 

Pengeluaran 

Pemerintah Daerah 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi (Studi 

Kasus di Kabupaten 

Kota Jawa Timur 

Tahun 2008-2012). 

Regresi linear 

berganda, Uji 

simultan (f), 

koefisien 

determinasi, Uji 

t. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa PAD 

berpengaruh secara 

kurang signifikan dan 

berpengaruh negatif, 

sementara belanja barang 

dan jasa berpengaruh 

secara positif dan 

signifikan, lalu belanja 

modal berpengaruh 

secara signifikan dan 

negatif terhadap 
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pertumbuhan ekonomi. 

3. Rori, dkk 

(2016) 

Analisis Pengaruh 

PAD Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah Di 

Provinsi Sulawesi 

Utara Tahun 2001-

2013. 

Analisis regresi 

sederhana, 

Koefisien 

determinasi, 

dan Uji t. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel bebas atau PAD 

berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat 

atau pertumbuhan 

ekonomi. 

 

E. Kerangka Pikir 

 

Menurut Purnomo (2009:34), “Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, 

hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan 

untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk 

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah 

sebagai perwujudan Desentralisasi”. 

Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi  menurut 

Boediono (2010:28) “Pertumbuhan ekonomi yang berarti perluasan 

ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan 

anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, 

dimunculkan kerangka pikir untuk menjelaskan pengaruh pendapatan asli 

daerah (PAD) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. 

  

    

 

Gambar 1. Pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi 

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten 

Pangkep melalui analisis yang dilakukan peneliti, dapat memperlihatkan 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 

 

 

 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

(X) 

 

Tingkat Pertumbuhan 

Ekonomi 

(Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

1. Tempat penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat atau obyek 

penelitan pada pemerintah daerah Kabuptaen Pangkep. Dalam hal ini 

peneliti mengambil data pada kantor Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda) Kabupaten Pangkep. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan 

sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang 

lebih 6 (enam) bulan, dari bulan Januari sampai bulan Juni 2020. 

B. Jenis Data dan Sumber Data 

 

1. Jenis data 

a. Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung dan diperoleh secara 

langsung yang berupa bilangan atau angka-angka dari Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangkep. 

b. Data Kualitatif, yaitu data informasi yang berbentuk kalimat verbal 

bukan berupa simbol dan bilangan dari Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda) Kabupaten Pangkep. 
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2. Sumber data 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

perusahaan yang menjadi objek penelitian dan berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

b.  Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, 

sepertii buku-buku, laporan keuangan, buku referennsi, serta 

informasi-informasi lainnya yang berasal dari objek penelitian. 

C. Tekhnik Pengumpulan Data 

a.  Studi Pustaka (Library Research) 

Tekhik pengumpulan data yang diambil dari buku-buku ilmiah, literatur 

dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan 

permasalahannya yang ditieliti untuk menambahkan beberapa data 

yang perlu diperjelas dan akan digunakan sebagai landasan teori 

sebagai pendukung teoritis dalam permasalahan yang peneliti angkat. 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

Tekhnik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan data 

dan informasi yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan 

diperoleh langsung dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 

Kabupaten Pangkep. 
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D. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menganalis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) 

terhadap tingkat kemiskinan. Data yang digunakan peneliti adalah data 

time series selama 5 tahun terakhir yakni tahun 2014-2018. Metode 

analisis yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Regresi Linear Sederhana 

Analisis ini menurut Sugiyono digunakan untuk meramalkan 

bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel terikat, bila ada satu variabel 

bebas dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Rumus regresi linear 

sederhana yaitu : 

  Y= a + bX 

Keterangan : 

Y : Variabel Terikat  

a : Konstanta 

b : Koefisien Regresi 

X : Variabel Bebas  

2. Koefisin Korelasi (Uji r) 

Menurut Sugiyono (2014:248) analisis korelasi digunakan untuk 

mengetahui kekuatan hubungan antara korelasi kedua variabel dimana 

variabel lainnya dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap 
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(sebagai variabel control). Variabel yang diteliti adalah data rasio maka 

teknik statistik yang digunakan adalah Korelasi Pearson Product Moment. 

Menurut Sugiyono (2014:248) penentuan koefisien korelasi 

dengan menggunakan analisis Korelasi Pearson Product Moment dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

      

𝑟 =
𝑛. (∑𝑋𝑌) − (∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑛. ∑𝑋2 − (∑X)²} √{𝑛. ∑𝑌2 − (∑Y)²} 
 

Keterangan : 

r = Koefisien Korelasi 

n = Periode (Tahun) 

X = Variabel Bebas 

Y = Variabel Terikat 

Adapun kriteria penilaian korelasi dapat dilihat melalui tabel 

berikut ini : 

Tabel 3. Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Koefisien 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 
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0,40-0,599 Sedang  

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2017:216) 

3. Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Rumus koefisien determinasi yaitu : 

KD = r2x100% 

Keterangan : 

KD = Koefisien Determinasi 

r = Koefisien Korelasi yang dikuadratkan 

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah : 

a. Jika KD mendeteksi nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat lemah. 

b. Jika KD mendeteksi satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat kuat. 

E. Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel 

pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel bebas dan variabel 

pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat. 
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1. Pendapatan asli daerah (PAD) 

Menurut Budi S. Purnomo (2009:34), “Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak 

daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan 

untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk 

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah 

sebagai perwujudan Desentralisasi”. 

Berdasarkan pasal 6 UU No.33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 

menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari : 

a. Pajak Daerah 

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 pajak daerah didefinisikan 

sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.  

b. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang 

atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi Pemerintah 

Daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung 

dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Menurut UU No.28 Tahun 2009 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi 

daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah 
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sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentun yang khusus 

disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi 

atau golongan. 

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik 

daerah yang dipisahakan. 

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah 

dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan 

daerah adakah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah 

baik seluruhnya ataupun sebagian.  

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Jenis pendapatan ini meliputi : 

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

2) Jasa giro. 

3) Pendapatan bunga. 

4) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing. 

5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 

pemerintah (pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004).  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel bebas yaitu 

data pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pangkep Tahun 2104-2018. Kemudian data tersebut dianalisis dengan 
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menggunakan metode analisis yang dijelaskan sebelumnya untuk 

mengetahui hubungan antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi 

(PDRB). 

2. Pertumbuhan ekonomi  

Menurut Boediono (2010:28) “Pertumbuhan ekonomi yang berarti 

perluasan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan 

penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. 

Indikator pertumbuhan ekonomi menurut Imamul dan Gina (2009:11) 

adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemudian cara 

mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan membandingkan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun yang sedang berjalan dengan 

tahun sebelumnya.  

Adapun faktor-faktor pertumbuhan ekonomi yaitu : 

a. Sumber daya manusia (SDM) 

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan 

ekonomi juga di dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM). SDM 

meruoakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat 

lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber 

daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang 

memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun 

infrastruktur di daerah-daerah. 

b. Sumber daya alam (SDA) 
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Sebagian besar negara berkembang bertumou kepada sumber 

daya alam (SDA) dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, 

sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses 

pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber 

daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. 

Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, 

kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut. 

c. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang 

semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, 

pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia 

digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada efisiensi, 

kualitas dan kuantitas serangkaian aktifitas pembangunan ekonomi yang 

dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan 

perekonomian. 

d. Budaya 

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap 

pembanguna ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai 

pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga 

menjadi penghambta pembangunan. Budaya yang dapat mendorong 

pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur ulet 

dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat meghambat proses 
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pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, 

KKN(Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme) dan sebagainya. 

e. Sumber daya modal 

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA 

dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-

barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran 

pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat 

meningkatkan produktivitas. 
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BAB IV 
SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 

Kabupaten Pangkep 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangkep 

terbentuk pada tahun 1974 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam 

Negeri No.KUHP 7/12 hal. 41-101 tentang Struktur dan tata Kerja Dinas 

Pendapatan Kabupaten Pangkaje’ne dan Kepulauan BKDH Tk. II 

Pangkep Tahun 1991 dan Surat-surat Keputusan Mendagri Nomor. 

29/V/1991 Nomor 23 Tahun 1989 s/d Surat Keputusan BKDH Tk. II 

Pangkep No. 20/V/1990 Tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata 

kerja Dipenda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Peraturan 

Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang pembentukan organisasi dinas-

dinas dalam lingkup pemerintahan kabuopaten Pangkejene dan 

Kepulauan dan Keputusan Bupati Pangkejene dan Kepulauan Nomor : 

219 tahun 2001 Tentang Yang terakhir Nomor : 12, Uraian Tugas, Pokok, 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan. 

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dari Masa ke Masa 

a. SABANI AS, BA pada tahun 1974 s.d 1976. 
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b. M. JABBARI pada tahun 1976 s.d 1979. 

c. H.M ZAENAL pada tahun 1979 s.d 1985. 

d. Drs. SOALIHU KARIM Tahun 1985 s.d 1989. 

e. H.M YUNUS KADIR, BA Pada tahun 1989 s.d 1990. 

f. H. ANWAR ANDI HILAL, BA pada tahun 1990 s.d 1995. 

g. Drs.H. ABBAS MARSUKI pada tahun 1996 s.d 1999. 

h. Drs. ABD.RAHIM NUR pada tahun 1999 s.d 2000. 

i. Drs. ABD.KARIM pada tahun 2000 s.d 2005. 

j. Drs. H. SYAFRUDDIN MUHAMMAR, M.M. pada tahun 2005 s.d 2010. 

k. Dra. Hj. JUMLIATI, M.Si (DPKD) pada tahun 2010 s.d 2012. 

l. Drs. YATHRIB PARE pada tahun 2012 s.d 2019. 

m. Dra. HASMA RAPPUNG (Plt.Bapenda) pada tahun 2019 s.d 2020. 

n. IRDAS, S.H.,M.H. (Plh.Bapenda) pada tahun 2000 s.d sekarang. 

2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan memiliki Visi : “Meningkatkan kemandirian daerah dalam 
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pembiayaan pembangunan melalui peningkatan pendapatan asli daerah”, 

sementara Misi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene 

dan Kepulauan yaitu : “Mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada 

tatanan daerah dan pilau-pulau”. Yang mana tercakup pada misi ke lima 

(V) yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupataen Pangkajene dan 

Keplauan. 

Dalam pencapaian kinerja maka Bapenda memiliki Motto 

“SINERGI”, Profesional, Integritas, Energik dan Inovatif. 

3. Program Kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

1) Study pengembangan wawasan. 

2) Menumbuhkan etos kerja dan budaya kerja. 

3) Tour of duty dan tour of area. 

4) Peningkatan kesejahteraan pegawai. 

b. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

1) Pemantauan, pengendalian dan evaluasi rencana penerimaan 

pajak. 

2) Koordinasi pengeloaan pajak dan retribusi daerah. 

3) Verifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan. 

4) Penyusunan kebijakan pengelolaan bidang pendapatan. 



34 
 

 

5) Penyusunan laporan penerimaaan daerah. 

6) Penyusunan sistem informasi Pendapatan Asli Daerah. 

c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan rRetribusi Daerah 

1) Penggalian Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Baru. 

2) Perluasan Objek Pajak Baru. 

3) Antisipasi Pungutan Pajak Baru. 

4) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Objek/Subjek Wajib 

Pajak dan Ewajib Retribusi Daerah. 

5) Pelaksanaan uji petik titik potensi Pendapatan Asli Daerah. 

6) Pemutakhiran data dan perhitungan potensi pajakdan retribusi 

daerah.  

7) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah. 

8) Penyelesaian keberatan atas ketetapan pajak. 

9) Pelaksanaan penegihan dan pemungutan pajak dan retribusi 

daerah. 

10) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah. 

11) Monitoring dan Validasi data penerimaan bagi hasil 

pajak/bukan pajak dan penerimaan dari provinsi. 

d. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2 dan BPHTB 

1) Penyusunan Estimasi Peneriamaan BPHTB berdasarkan 

potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan. 
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2) Pelaksanaan verifikasi pembayaran kurang wajar atas 

pembayaran BPHTB. 

3) Penyuluhan dan Sosialisasi masyarakat sadar membayar 

pajak. 

4) Optimalisasi penerimaan BPHTB. 

5) Optimalisasi PBB-P2. 

6) Peremajaan data objek dan subjek PBB-P2. 

B. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten 

Pangkep 

1. Pajak Daerah 

Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2010 tentang perubahan 

atas UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

pasal 1 ayat (6) adalah pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, 

adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada 

Daerah tamnpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasrkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan 

pembangunan Daerah. 

a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. 

b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. 
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c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelengaaraan hiburan. 

d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas oenggunaan tenaga listrik, 

baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, 

dengan ketentuan bahwa wilayah daerah tersebut tersedia penerangna 

jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alm di 

dalam dan/ atau permukaan bumi untuk di manfaatkan. 

g. Pajak Perparkiran adlah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan 

tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik 

yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraaan bermotor yang memungut bayaran. 

2. Retribusi Daerah 

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi 

daerah. Pengertian retribusi daearah/pungutan daerah sebagai 

pembayaran pemakaian atau kerena memperoleh jasa pekerjaan, usaha 
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atau milik daerah untuk kepentingan umum, karena jasa yang diberikan 

oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. 

Jenis-jenis retribusi daerah menurut UU No. 18 tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 

Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, juga berpedoman pada 

KEPMENDAGRI No. 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan 

Anggaran Pendaoatan Daerah, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) 

jenis Retribusi Daerah yaitu : 

a. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerinah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaayan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

umum. Jenis –jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari : 

1) Retribusi pelayanan kesehatan. 

2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. 

3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil. 

4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. 

5) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum. 

6) Retribusi pelayanan pasar. 

7) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 
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8) Retribusi penggantian biaya cetak peta. 

9) Retribusi pengujian kapal perikanan. 

b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi 

jasa usaha adalah sebagai berikut : 

1) Retribusi pemakaaian kekayaan daerah. 

2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan. 

3) Retribusi tempat pelanggan 

4) Retribusi terminal 

5) Retribusi tempat khusus parkir. 

6) Retribusi temoat penginapan/pesanggraha/villa. 

7) Retribusi penyedotan kakus. 

8) Retribusi rumah potong hewan 

9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal. 

10) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga. 

11) Retribusi pengolahan limbah cair. 

12) Retribusi penjualan produksi usaha daerah. 

c. Retribusi Perizinan Tertentu dalah retribusi atas kegiatan tertentu 

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian dan pemamfaatan atas kegiatan pemamfaatan ruang, 
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penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas 

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari : 

1) Retribusi izin mendirikan bangunan. 

2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. 

3) Retribusi izin gangguan. 

4) Retribusi izin trayek. 

3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

Bagian laba BUMD adalah bagian keuntungan atau laba bersih 

dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD), sedangkan Perusahaan Daerah ialah perusahaan 

yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah 

yang pisahkan. 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah 

Penerimaan selain yang disebutkan diatas tetapi sah. Penerimaan 

ini mencakup penerimaan sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan 

tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik 

daerah dan penerimaan lain-lain yang sah menurut Undang-undang. 
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C. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 

Kabupaten Pangkep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab.Pangkep 

KEPALA BADAN 

Irdas, SH, MH 

 

SEKRETARIS 

H. Muhammad Husni Rahman,.SE 

Bidang Penepatan 

MUHAMMAD SYAHRIR,.SH 

Bidang Pendapatan 

A.RACHMAD ANWAR,.SE,.M.Si 

 

Bid. Perencanaan & 

Pengembangan Pendapatan 

NUR SOFYAN HAS, SE,.MM 

Kasubag, 

Umum dan 

Kepegawaan 

I R W A N 

Kasubag. Keuangan 

SANAWIAH. S.Sos 

Kasubag. Perencanaan, 

dan Pelaporan 

HJ. WIDYA HARTI> SE 

Bidang Penagihan dan 

Pembukuan 

A.BASO ERWIN.A. 

Subbid Perencanaan 

Pendapatan 

 

Subbid Pendaftaran dan Pendapatan 

RYAAS TARUNA ATMAJAYA,.ST,.M.AP 

Subbid Analisa dan Perhitungan 

Drs. ACHYANI, M.Si 

 

Subbid Penagihan dan 

Pemungutan 

FIRDAUS,.S.Sos 

 

Subbid Pengembangan 

Pendapatan 

HJ.INDRAWTY,.SE 

Subbid Pemeriksaan 

ABDULLAH,.SE 

Subbid Penertiban SKP dan SKR 

A.MOHAMMAD IZKIL KEMAL,.SH 

Subbid Pembukuan dan 

Pelaporan 

MUHAMMAD DJAMIL,.SE 

Subbid Pengendalian & 

Evaluasi 

KHAERNANNISA,.S.Kom,.MM 

 

Subbid Pengelola Data & Dokumentasi 

ERLINA WAHID YUNUS,.SE 

 

 

Subbid Keberatan & Pertimbangan 

H.MUDZAKKIR,.SE 

 

Subbid. Penerimaan Lain –Lain 

PAD yang Sah  

OLIVIA HELINGO,.S.S 
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Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang 

adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Badan 

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan 

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan/urusan 

Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah yang menjadi tanggung 

jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

2. Sekretaris 

Sekretariat dipimpin oleh seorang yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan Ketatausahaan Badan, urusan umum, 

Kepegawaian, peningkatan pendapatan, perencanaan, dan perundang-

undangan serta memberikan pelayanan administrasi. 

Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

C. Sub Bagian Keuangan 
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3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan dan membantu Kepala Badan dalam melaksanakan 

perencanaan, pengembangan, pemgendalian dan evaluasi penfdapatan 

daerah. 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari : 

a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan 

b. Sub Bidang Pengembanagan 

c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi 

4. Bidang Pendataan 

Bidang Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penetapan 

kebijakan pengordinasian pendataan dan pengawasan pendapatan 

daerah, merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, 

mengatur dan mengendalikan kegiatan pendaftaran/pendataan, 

pemeriksaan, pengelolaan data informasi objek/subjek Pajak 
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Daerah/Retribusi Daerah dan PBB-P2 dan BPHTB serta pendapatan lain-

lainnya. 

Bidang Pendataan terdiri dari : 

a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan 

b. Sub Bidang Pemeriksaan 

c. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi 

5. Bidang Penetapan 

Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penetapan 

kebijakan pengordinasian penetapan pajak daerah/retribusi daerah dan 

pendapatan lain-lainnya yang sah, merencanakan, melaksanankan dan 

menerbitkan penetapan Pajak/Retribusi Daerah yang terutang dan 

penatausahaannya, serta pengesahan PBB-P2 dan BPHTB. 

Bidang Penetapan terdiri dari : 

a. Sub Bidang Analisa 

b. Sub Bidang Penertiban Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atau 

surat keterangan Retribusi Daerah (SKRD) 

c. Sub Bidang Keberatan dan Pertimbangan 
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6. Bidang Penagihan dan Pembukuan 

Bidang Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan 

penetapan kebijakan Pengelolaan Penagihan dan Pembukuan, 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, mengatur dan 

mengendalikan kegiatan bidang penagihan dan pembukuan yang meliputi 

pembiayaan perubahan penagihan Pajak (PBB-P2 dan BPHTB)/Retribusi 

Daerah dan pendapatan lainnya serta memberi tugas, memberi petunjuk, 

mengatur, mengkoordinirn mengevaluasi dan melaporkan 

penyelenggaraan tugas pengelolaan penagihan dan pembukuan melalui 

Simda Pendapatan. 

Bidang Penagihan dan Pembukuan terdiri dari : 

a. Sub Bidang Penagihan dan Pemungutan 

b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan 

c. Sub Bidang Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah 
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BAB V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Data pendapatan asli daerah yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data time series realisasi penerimaan pendapatan asli daerah 

(PAD) selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018 pada Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangkep. 

Tabel 4. Realisasi penerimaan dan persentase perubahan 
pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pangkep 

 

Sumber : Data setelah diolah, 2020 

 

 

No Tahun Pendapatan Asli Daerah (Rp) % 

1. 2014 73.566.873.652 - 

2. 2015 74.558.076.756 1,35% 

3. 2016 77.113.924.710 3,43% 

4. 2017 74.222.750.176 (3,75%) 

5. 2018 76.199.168.158 2,66% 
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2. Data Pertumbuhan Ekonomi 

Tabel 5. PDRB Kabupaten Pangkep atas dasar harga konstan 
menurut lapangan usaha. 

 

No Tahun PDRB 

Atas Dasar Harga Konstan (Rp) 

Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

1. 2014 12.419.763,40 - 

2 2015 13.367.009,34 7,63 

3. 2016 14.477.292,27 8,31 

4. 2017 15.433.504,00 6.60 

5. 2018 16.168.906,00 4,76 

 

B. Analisis Data 

 

1. Analisis regresi linear sederhana 

Tabel 7. Hasil uji regresi linear sederhana 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -27152580.385 37670449.070  -.721 .523 

PAD .001 .001 .537 1.103 .351 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

Sumber : Output SPSS 21 

 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil persamaan 

model estimasi adalah srebagai berikut : 
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Y = a + bX 

Y = -27152580,385+0,001X 

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Konstanta sebesar -27152580,385, artinya jika nilai Pendapatan Asli 

Daerah (X) adalah 0, maka pertumbuhan ekonomi (Y) nilainya sebesar   

-27152580,385.  

b. koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X) sebesar 0,001 

Menyatakan bahwa setiap penambahan Rp1 Pendapatan Asli Daerah 

(X), akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 0,001. 

Koefisien PAD bernilai positif, maka PAD mempunyai pengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2. Analisis koefisien korelasi 

Tabel 8. Hasil uji korelasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .537
a
 .288 .051 1476329.50154 

a. Predictors: (Constant), PAD 

Sumber : Output SPSS 21 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya 

hubungan antara pendapatan asli daerah (X) dan pertumbuhan ekonomi 

(Y) yang dihitung dengan koefisien korelasi ditunjukkan dengan nilai R 
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sebesar 0,537, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang tergolong 

korelasi sedang. 

3. Analisis koefisien determinasi 

Tabel 9. Hasil uji determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .537
a
 .288 .051 1476329.50154 

a. Predictors: (Constant), PAD 

Sumber : Output SPSS 21 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R square 

adalah 0,288, artinya pengaruh pendapatan asli daerah (X) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 28,8% sedangkan 71,2% dipengaruhi 

oleh variabel lain di luar model regresi.  

C. Pembahasan 

Dari hasil analisis di atas, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Pangkep tahun 2015-2018 berfluktuasi. Kemudian hasil uji 

regresi linear sederhana menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah 

(PAD) kabupaten Pangkep mempunyai pengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, artinya apabila PAD meningkat maka 

pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Kemudian pada hasil uji korelasi 

menunjukkan bahwa hubungan pendapatan asli daerah (PAD) dan 

pertumbuhan ekonomi tergolong korelasi sedang. Selanjutnya pada hasil 
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uji determinasi menunjukkan bahwa pengaruh PAD terhadap 

pertumbuhan ekonomi sebesar 28,8%. 

Hasil uji analisis di atas sejalan dengan penelitian Ulfi Maryati dan 

Endrawati (2010), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, 

berbeda dengan hasil penelitian Prakarsa, dkk (2014), yang menyatakan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 
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BAB VI 
PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkep tahun 2014-

2018 mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi . 

Kemudian besarnya pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu 

sebesar 28,8%. 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep 

Agar selalu berupaya maksimal dalam mencapai target 

pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran PAD yang dihasilkan tepat 

sasaran agar dapat terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Pangkep.  

 2. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat menambah beberapa variabel dalam penelitian ini seperti 

Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). 
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